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Mengingat

SALINAN

GUBERNUR SUMATERA UTARA

PERATURAN GUBERNUR SUMATERA UTARA

NOMOR 82 TAHUN 2017

TENTANG

PENJABARAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BEL,ANJA DAERAH PROVINSI SUMATERA I.'TARA
TAHUN ANGGARAN 2017

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MA}IA ESA

GUBERNUR SUMATERA UTARA,

: bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 6 Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2017 tentang Perubahan
Anggaran Pendapatan dan BeLanja Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun Anggaran 2OL7, prlu ditetapkan Peraturan
Gubernur Sumatera Utara tentang Penjabaral Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Surnatera
Utara Tahun Anggaran 2017 sebagai landasan operasional pelaksanaan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2017;

: 1. Undarg-Undang Nomor 24 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Propinsi Atjeh dan Perubahan
Peraturan Pembentukan Propinsi Sumatera Utara (I-embaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor &,
Tamba-han Lembaran Nesara Republik Itrdonesia Nomor 11O3);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2OO3 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Repu-uiik Inrionesia Tahun
2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negaxa Republik Indonesia Nomor 4286);

3. Undang-Undang Nomor I Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (L€mbaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2U04 iiomoi 5, Tziinbairafl i.Errilai-a:r i{egar-a F.cpubiil ir;rio;:cei: i{+--.+r 4355i;

4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaaa Pengelol,aan dan Tanggunglawab Keuangan Negara

ll,embar.allegara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan kmbaran Negara Republik Indonesia
rtuurvr a-vv,,
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Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaar Pembaagunan Nasional (I€mbaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 1O4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2OO4 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat daIl
Pemerintahan Daerah (kmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 128, Tambahan l,embaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4438);
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahaa Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2O14 Nomor 244, Tambalan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 5587) sebagaimaaa telah diubah
beberapa kali teral*rir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-
Undarg Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (l€mbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2O15
Nomor 58, Tambahan Lembaral Negara Republik Indonesia Nomor 5679)
Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2OO5 tentang Dana Perimbangan (l,embaran Negara R€publik Indonesia
Tahun 20O5 Nomor 137, Tambahan l€mbaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (L€mbafan Negara
Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan lrmbaran Negara Rspublik Indonesia Nomor 4576)
sebagaimana tel,ah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas
Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambalan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155);
Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (L€mbaran Negara Republik
Indonesia Tahun 20OS Nomor 140, Tambahan kmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
Peraturar Pemerintah Nomor 79 Tahun 2O05 tentang Pedoman Pembinaaa dan Pengawasan Penyelenggaraan
Pemerintah Daerah (I€mbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OO5 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4614);
Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2OO6 tentang Pelaporan Keuargan dan Kinerja Instansi Pemerintah
(I,embaran Negara Republik Indonesia Tahun 2O06 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4614);
Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pelaksanaan T\rgas dan Wewenang serta
Kedudukan Keuangan Gubemur sebagai Walil Pemerintah di Wilayah Provinsi (kmbaran Negara Republik
Indonesia T&hun 2C1O l{omcr 25, Tambshan Lembalan Negara Republik Indonesia Nomor 5107) sebagaimana
telal diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah
Nomor 19 Tahun 2010 Gntang Tata Cara Pelaksanaan T\.rgas dan Wewenang serta Kedudukan Keuangan
Gubenrrrr seheoai Wakil Pemerintah di Wilayah Provinsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2O11 Nomor
44, Tambahan L€mbaran Negara Republik indonesia Iiomor 52U9i;
Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dal Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan
Da-era-h (I-embaran Negara Reoublik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6u+r);
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15. Peratu.ran Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang HaI< Keualgan dan Administratif Pimpinan Pimpinan dan
Anggota Dewan Perwakilan Ralqrat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106,
Tambahan l€mbaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057);

16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan
Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri
Nomor 21 Tahun 2O11 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006
tentang Pedoman Pengelolaa-n Keuangal Daerah;

17. Peraturan Menteri Dal,am Negeri Nomor 31 Tahun 2016 tentang Pedoman Penlmsunan Anggaran psid.fatan dan
Belanja Daerah Tahun Angglal€n 2O17i

18. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2O10 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangalr Daerah Provinsi Sumatera
Utara (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2010 Nomor 1, Tambalan lrmbaran Daera]r Proyinsi
Sumatera Utara Nomor 1);

19. Peraturar Daerah Nomor I Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sumatera
Utara Tahun Anggaran 2O17 (Lembaral Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2017 Nomor 1);

20 . Peraturan Daerah Nomor 1 0 Tahun 20 1 7 tentang Perubahaa Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi
Sumatera Utara Tahun Anggaran 2017 (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2017 Nomor 10 );

2l . Peraturan Gubemur Nomor 4 Tahun 20 1 7 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daeral Provinsi
Sumatera Utara Tahun Anggaran 2017 (Bertl€. Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2017 Nomor 4)
sebagaimana telah diubah beberapa kali tera-khir dengan Peraturan Gubernur Nomor 55 Tahun 2017 tentang
Perubalun Kedua Atas Peraturan Gubernur Sumatera Utara Nomor 4 Tahun 2017 tentang Penjabaran Anggaran
Pendapatal dan Belanja Daerah Provinsi Surnatera Utara Tahun Anggaran 2017 (Berita Daerah Provinsi Sumatera
Utara Tahun 2017 Nomor 55);

MEMUTUSKAN:

PERATURAN GUBERNUR TENTANG PENJABARAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
PROVII.iSI SUiI4ATERA UTARA TAHUIY ANGGARAN 2017.



Penjabaran Perubahan
berikut :

1. Pendapatan
a. Semula
b. Bertambah/(berkurang)
c. Jumlah Pendapatan setelah perubahan

2. Belanja
a. Semula
b. Bertambah/(berkurang)
c. Jumlah Belanja setelah perubahan

Surplus/De{isit

3. Pembiayaan
a. Penerimaan

1) Semula
2) Bertambah I (berkurang)
Jumlah Penerimaan Pembiayaan setelah perubahan

b. Pengeluaran
1) Semula
2) Bertambah/ (berkurang)
Jumlah Pengeluaran Pembiayaan setelah pertrbahan
Jumlah Pembiayaan Netto setelah perubahan
Sisa iebih pembiayaan anggar-an seielah perubahan
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Pasa-l 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daera}l Provinsi Sumatera Utara Tahun Anggaran 2O17, adalah sebagai

Rp. L2.17O.582.105.913,0O
Rp. 246.843.338.901,00

Rp. 1.2.4L7 .425.444.8L4,OO

Rp. 13.034.684.291.945,00
Rp. 429.680.427.330,O0

Rp. 942.1O2.186.032,00
Rp. 225.246.868.429,OO.

Rp. 13 .464 .364 .7 79 .27 5 ,OO
Rp. (1.046.939.274.461,O0)

Rp. L.167 .349.054.461,O0

Rp. 78.OO0.OOO.OOO,OO
Rp. 42.409.7 80.OO0,00

Rp. 12O.4O9.7BO.0OO,OO
Rp. 1.046.939.274.46L,OA
Rp- o,oo
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Pasal 2

Uraian Lcbih lanjut Penjataral Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun Anggaran 2017
sebagaimala dimaksud dalam Pasal 1, tercantum dalam Lampiran yang meruplakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan
Gubemur ini, terdiri dari :

1. Lampiran I
2. Lampiran II
3. Lampiran III

Ringkasan APBD Berdasarkan Rincian Objek Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;
Penjabaran Perubahan APBD;
Daftar Penerima Hibah dan Besaran Bantuan

Pasal 3

Pelaksanaan Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belaaja Daerah yang ditetapkan dalam Peraturan Gubemur ini dituangkan
lebih lanjut dalarn Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah/Unit Kerja Perangkat Daerah sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undangaa.



-6 -

Pasal 4

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkarr.

Agar seLiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangen Peraturan

Provinsi Sumatera Utara.

Salinan
KEP

Pembina Muda (IV/c)
NrP.19590227 198003 1 004

ini dengan penempatannya dalam Berita

Ditetapkan di Medan
pada tanggal 31 Oktober ZOLT

GUBERNUR SUMATERA UTARA,

ttd

TENGKU ERRY NURADI

Gubernur Daerah

Diundangkan di Medan
pada tanggal 31 Oktobet 2017

PIT.SEKRETARISDAERAHPRoVINSISUMATERAUTARA,

IBNU SRI HLITOMO


